BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan bab demi bab mengenai “Politik Pendidikan Islam di

Indonesia; Stadi tentang Kebijakan Departemen Agama pada masa A Mukti

Ali” ketika menjadi menteri agama telah sampailah dalam sebuah penarikan

kesimpulan yang akan saya deskribsikan sebagai berikut:

1.

Mukti Ali menjadi menteri pada masa orde lama yaitu pada kabinet
pembangunan Il dengan transisi waktu 28 maret 1973 sampai 29 maret
1978. Pada masa itu, banyak perubahan yang telah dilakukan dan itu
memberikan dampak besar terhadap pendewasaan berfikir masyarakat
Indonesia. Langkah konkrit yang dilakukan adalah memodernisasi
lembaga departemen agama dengan mengusung jargon pengembangan
manusia seutuhnya. Maksud dari pengembangan manusia seutuhnya ini
adalah keselarasan antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum
bagi masyarakat Indonesia. Melalui (SKB) 3 menteri yaitu: Menteri
Agama, Menteri P&K dan Menteri Dalam Negeri. A. Mukti Ali
memberikan bukti dalam upayanya mereformulasi sistem pendidikan
Islam di Indonesia. Karena sejak saat itu sampai sekarang. Istilah
dikotomi pendidikan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum
sedikit demi sedikit dihilangkan. Bahkan melalui jasanya pula, lembaga
pendidikan yang berada di bawah naungan Departemen Agama mulai
diperhitungkan. Adapun isi kebijakan dari SKB tiga menteri No.6 Tahun

1975, dan No. 037/U/a975. Sebagai berikut: Pertama, Agar ijazah
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madrasah dalam semua jenjang dapat mempunyai nilai yang sama
dengan ijazah sekolah umum. Kedua, Agar lulusan madrasah dapat
melanjutkan ke sekolah umum setingkat dan lebih di atasnya. Ketiga,
Agar siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat,
maka kurikulum yang diselenggarakan madrasah harus terdiri dari 70%
pelajaran umum, dan 30% pelajaran agama.

Kemudian, kebijakan tentang modernisasi lembaga pesantren.
Melalui SKB Mentri Agama dengan Menteri Pertanian No. 34 A Tahun
1972, mengadakan program bersama dengan Departemen Pertanian
untuk mengadakan pembinaan Pondok Pesantren dalam bidang pertanian
dan perikanan. Melalui kebijakan ini, A. Mukti Ali berusaha untuk
memberi pembinaan - pembinaan manajerial bagi pengelolaan lembaga
pendidikan Islam. Di sisi lain, memberikan kemandirian terhadap
lembaga pendidikan pesantren dengan mengembangkan sistem ekonomi
yang berbasis pada pedesaan. Serta, Kebijakan tentang pembenahan
IAIN sebagai bentuk pemenuhan pendidikan Islam pada tataran
perguruan tinggi. Serta peningkatan mutu IAIN dengan cara
meningkatkan mutu tenaga pengajar di IAIN.

Kebijakan Departemen Agama pada masa A. Mukti Ali menjadi Menteri
Agama ini berdampak besar pada pendidikan di Indonesia. Hal ini
dikarenakan mata pelajaran umum hampir 70 % dimasukkan ke dalam
kurikulum pengajaran lembaga pendidikan Islam. Secara keseluruhan,

kebijakan menteri agama ini berdampak tidak hanya pada ranah
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pendidikan. Hemat penulis, kebijakan ini berdampak pada system
kehidupan disegala bidang. Masyarakat Indonesia mulai masuk pada
masa babak baru yang ditandai dengan modernisasi lembaga
pemerintahan. Dalam ranah yang lebih konkrit adalah lembaga

pemerintahan tidak hanya dikuasai oleh kelompok keagamaan tertentu.

B. Saran-saran

Peneliti menyadari bahwa terdapat banyak ketidak sempurnaan dalam
penulisan Tesis ini. Disebabkan karena keterbatasan peneliti dalam berbagai
hal. Namun peneliti mempunyai harapan dan ingin memberikan sedikit saran
demi perbaikan penelitihan selanjutnya.

Pertama, penelitihan ini merupakan hasil dari jerih payah penulis
untuk mengetahu seberapa besar pengaruh A. Mukti Ali terhadap pendidikan
Islam ketika beliau menjabat sebagai menteri agama. Dan ternyata sangat
besar, maka untuk mengetahui hal tersebut, perlu kiranya untuk membaca
secara keseluruhan Tesis ini. Kedua, Apabila dikemudian hari ada pihak yang
hendak meneliti tentang hal serupa dengan penelitian ini, maka akan lebih
baik apabila hal tersebut direfleksikan dalam konteks kekinian. Dihubungkan
dan diperkaya dengan berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli

kebijakan politik pendidikan Islam.



